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PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah,
maka barang daersh perlu dikelok secara tertib agar dapat
dimanfaatkan secara optimal delam rangka mendukung
penyelenggaraan Otonomi Daerah;

bakwa dalam rangka pengamanen barang dacrah, perlu
dilakukan pemantapan administrasi pengeclolaan barang
daerah secara profesional;

bahwa berdasarkan pertimhangan puda huruf a dan huruf b
diatas, periu membentuk Peraturan Dacrah Kota Singkawang
tentang Pengelolaan Barang Dacrah;

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penciapan
Undang-Undang Derurat Nomor 19 Talum 1955 tentang
Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 158);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Indonesia Talun 1960 Nomor 104, Tambahan Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) scbegaimena telsh diubeh dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tabun 1999 (Lembaran N=gara
Republik Indonesia Tahum 1999 Nomor 169, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Indonesia Tahun 1999 Nomor~ 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
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I

15.

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nomor 4119);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Repullik Indonesia Nomor
4369);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Renublik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintash Pusat dan
Pemerirtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Femerintah Nomor 46 Tahun 1971 temtang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Talun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Neygara Republik Indonesia
Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tembahan Lemktaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawahan Keuangan Daerah
dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer
203, Tambashan Lembarin Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);?

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2601 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4073);

2-



17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

_ Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18! Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003

~  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20
Seri A);

19) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004

Singkavvang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
A dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA . SINGKAWANG

TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da]aumanacmhini,yangd.iimksuddmn:

Bw N

Pl

10.
11.

12.
13.

Daerah adalah Kota Singkawang.
PcmcﬁmahDaemhndaJahWa&oudsnPumgkatDmhsehagaiumu
penyelenggara pemerintah daerah.

Walikota adalah Walikota Singkawang.
Dc'mPcrwakihnRakamahymgaehnjuimdisehnDPRDndathﬂnhga
L&gjshﬁfDamhKotaShgkamngsdngaiummpenydmggmp&merhmh
daerah.

SekmtariatDaqahadahhSchetaﬁaDwahz(otaSingknwmg.

Sekretaris Daerah adalsh Sekretaris Daerak Kota Si A
SutuaanljangethmngDauahadahhhgianymgnmbidugiPcngehhun
chahSamanKnjangﬂothDmhada!sh'KepalaBagimmg
membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah,
Pemweﬁmmh&gawdymgdingmkmmn&mmmmdm
mengeharkanbamgpasedhmdisdkpunitkuja.
PenmmBmaugndathegamiyanngmgasmmknwngmusbamngdamh
di setiap unit kerja.
UﬁK@MP«W&MM&MMMT&:ﬁS
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah, Unit Pelaksana Dacrah lainnya.
Slthzmldﬂth&gmdﬂlUthﬂ).
BﬂnugDacmhadahhmkekaymDaemhymgbmmjudhikymgdhﬂM
d!ukurmdithnbmgtumkhewmdannmhxh-nmbuhmkemmﬂmgdanml
bcrh”‘ga]ajzmya_
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25.
26.

27,

28.

23,

30.

31

32.
33,

Smﬂz&miﬂargaadahhpmﬂthbmmgmaijeuh,miﬂmsidankuaﬁms
serta harga dalam | (satu) periode tertentis
thummu:kmm:wammmmmm

Perubahan Status Hukum adaleh setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah
Dacmhymgmmgah'bmkmtajadhyapuuhhmmkepemﬁﬂmdpmgtmn
atas barang daerah.
Penghapumnadahhkcg‘nunmthdakmmmkmekpsskmpmﬁﬁhnatau
mwhmngdmhdmgmn‘mgtnpupm&laﬂmyudaﬁdaﬂminvmtmis
barang daerah.
Tmmmmmwwmmkmﬂmdmamu

Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah pada pihak
ketiga dalam hubungan sewa menyevza dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus
munbeﬁhnbehnberupaumgmnhﬁamﬂaumhumnmukmjmgkamhu
tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala,

Sensus Barang Daerah adalah kegiatan perhitungan dan pencatatan barang daerah
yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Penatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas barang daerah.



BAB IT
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan  barang
Pemerintah.

Pasal 3

(1) Walikota mengatur pengelolaan barang Daerah.
(2) Pencatatan barang dacrah dilakukan sesuai standar Akuntansi barang Daerah.

Pasal 4

(1) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang
danbcﬁmggxmgjawabmspembﬁnmdanpehkmanpmgcbhdnﬂamgmﬂah

(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Walikota bertindak sebagai Pemegang
Kekuasaan Barang Daerah.

3) Walﬂtotadahmmwgkapehkmpengcbhmlmmgdmshmmidmgm
fungsinya dibantu oleh :

. Sekretaris Daerah;

Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah;

Kepala Satuar/ Unit Kerja;

Pemegang Barang;

e. Pengurus Barang.

(4) kretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a sebagai Pembantu
Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan
shhonbasimmmpejabe!mummmmmkmhmgm

(5) Kepala Satuan Kerja Pengclola Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan barang Dacrah.

{6) Kepala wmammdﬁmmaw(s)mu sebagai
MEWWMMWMWMMSMB

masing-masing.
(0] mem&mmm“(s)mdwm

apoe

i Barang.
(8) Pmmhmmﬁﬁudphwﬁ}w:mm

BAB I
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama
Perencanaan ,Penentnan Kebutuhsn, Pemeliharaan Barang dan Penganggaran

Pasal §

(1) Pmmmmmmmmmm
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dacrah disesuaikan depgan
Belange keuangan daerah dan dituargkan dalam Anggaran Pendapatan dan

ja Daerah.



